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BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR # TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

o

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai

pelaksanaan Pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan
kemandirian daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 35 Peraturan daerah
kabupaten Natuna Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak
daerah,perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai pajak
Parkir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir di

Kabupaten Natuna. .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik

ARy “! Indonesia Nomor 3987);

——
KABAGHUKUM




|

|

. Undan’g-Undang Nomor 563 tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karlmun Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahunl 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3902);

. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 1489);

. Undang—Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemer;intah Daerah ( lembaran Negara tahun 2004 nomor
126);

. Undanfg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemeﬁintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indon?sia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana
telah ‘;diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemer;intahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndom[esia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4844);

. Undanlg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10.Peratq’ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemenntahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 4737,

11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

cara Pemberian dan Pemanfaatan Isentif Pemungutan
Pajak daerah dan Retribusi Daerah;

12. Perat&ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebag;'aimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam




Menetapkan :

Negerl Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peratu‘ran Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap
Pelanggaran Ketentuan Dibidang Pajak daerah dan
Retribs;:si Daerah;

14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91
Tahun} 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut
Berda?aman Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Waijib Pajak, Lembaran Negara Republik
lndones:a tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negar‘a Republik Indonesia Nomor 5179;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 09 Tahun
2011 }entang Susunan Organisasi danTata Kerja Dinas
Daerap Di Lingkungan Pemerintah Natuna (Lembaran
Daerap Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
natunai\ Tahun 2011 Nomor 1);

\

!

' MEMUTUSKAN

|

|
PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI
KABUPATEN NATUNA
BAB |

'KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1
2
3.
4. Dewan Perwakilan Ral#yat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah

|
i

. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna
. Pemerintah Daerah adz:alah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna

Badan Legislatif Daerat:1 Kabupaten Natuna;

Dinas pendapatan Daferah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Natuna;

. Kas Daerah adalah Ka‘s Daerah Kabupaten Natuna;

|
. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah
sesuai dengan Peraturén Perundang-undangan yang berlaku;




8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,
Firma, Kongsi, Koperas\i, Yayasan, Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha
Lainnya; |

9. Kenpdaraan Bermotor ladalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknik yang berada pa{da kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan
atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

10.Jalan adalah suatu p}asarana perhubungan darat yang meliputi segala
bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan segala perlengkapannya
yang diperuntukkan bagi lalu lintas;

11.Parkir adalah menempfatkan dan / atau memperhatikan kendaraan pada
jangka waktu tertentu d‘i tempat yang telah di tentukan;

12. Tempat Parkir adalah tempat yang telah ditunjuk dan ditetapkan atau telah
mendapat izin Bupati szlabagai tempat parkir kendaraan bermotor;

13.Lingkungan Parkir adalah suatu lingkungan berupa jalan, lahan atau

rapa jalan penghubung pada pusat-pusat perbelanjaan/perdagangan
yang dimanfaatkan untuk tempat parkir;

14.Tempat Parkir Insidentil adalah halaman/pelataran dan jalan umum
milik/dikuasi oleh Pemerintah Daerah yang disediakan/diperuntukkan
sebagai tempat parkir }kendaraan pengunjung/pemakai jasa parkir secara
tidak tetap; |

15.Pengelola Parkir adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia dan
Warga Negara IndonesFa;

16.Marka adalah Tandé yang menjadi batas parkir kendaraan yang
menunjukkan cara Park{ir;

17.Pemeriksaan adalah s?rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
mengolah data dan ?keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhaﬂ kewajiban Pajak Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan y;ang berlaku;

18.Penyidikan adalah seHangkaian tindakan oleh Penyidik Pegawai Negara
Sipil yang selanjutnya &isebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bu

serta menemukan tersangkanya;

i itu membuat terang tindak pidana dibidang Pajak daerah yang menjadi




2.

BAB Il
NAMA, OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

. Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan

perpakiran dan tempat penitipan kendaraan bermotor;

Obyek pajak adalah setiap pelayanan perparkiran dan penitipan kendaraan
bermotor yang dipungut bayaran, meliputi :

a. Penyelenggaraan perparkiran.

b. Penyelenggaraan peinitipan kendaraan bermotor.

|
i Pasal 3

Dikecualikan dari objek pafak adalah :

a.

pemb

Penyelenggaraan perparkiran di areal parkir gedung kantor Pemerintah,
BUMN/BUMD dan Swasta/ industri tanpa dipungut pembayaran.
Penyelenggaraan parki?r atau penitipan kendaraan yang dilaksanakan bukan
pada areal khusus perptarkiran, seperti bahu jalan dan areal kosong lainnya,
yang selanjutnya atas tjasa ini akan dikenakan Pajak Parkir berdasarkan
Peraturan Daerah. ’

Penitipan kendaraan l:)ermotor yang kapasitas penitipan kurang dari 10
uluh) kendaraan bejrmotor.

(s

j Pasal 4

SubjeE pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

yaran atas pelayanén perparkiran dan penitipan kendaraan bermotor.

‘ BAB IlI
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

. Dasar pengenaan pajalf adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada

penyelenggara parkir dén penitipan kendaraan.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam
bentuk apapun untuk harga pengganti sebagai penukar atas penyediaan
jasa perparkiran atau pénitipan kendaraan bermotor.

r
i

' Pasal 6

1. Tallf pajak ditetapkan sl:‘besar 30 % (Tiga puluh persen) dihitung dari dasar

pengenaan pajak.




2. Besarnya pajak terhujtang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud pasal 6 aya’t (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud pada pasal 5‘ ayat (1).
|
| BAB IV
AREAL PERPARKIRAN DAN
TEMPAT PEI*ITIPAN KENDARAAN BERMOTOR

|

Pasal 7
1. Kabupaten akan mehetapkan areal parkir dan penitipan kendaraan
e

2. Untuk menyelenggarak:an perparkiran dan penitipan, pengelola perparkiran

motor di wilayah Kota Ranai dengan Keputusan Bupati Natuna.

dan penitipan menbajukan permohonan untuk memperoleh izin

peEyelenggaraan perparkiran dan penitipan kendaraan bermotor.

3. lzin penyelenggaraan menjelaskan nama dan alamat pemegang izin, batas
tanah atau ruangan, jenis kendaraan bermotor dan alat pengangkutan yang

boleh diparkir, besarnya tarif dan waktu/jam parkir serta masa berlaku.

4. Kepala Dinas Perhubt!mgan atas nama Bupati Natuna mengeluarkan lzin
penyelenggaraan parléir dan penitipan kendaraan untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun dan izin tersebut dapat diperpanjang.

5. Tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan dan perpanjangan
izin sertabesarnya pun!gutan pemerintah atas perizinan ini akan ditetapkan

berdasarkan Keputusalf1 Bupati Natuna.

BABYV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

1 Pasal 8
1. Setiap Wajib Pajak v:vajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah

Kabupaten Natuna dafam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulanya kegiatan
usahanya, kecuali diteﬁtukan lain.

2. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan
usaha Wajib Pajak sec}ara jabatan.

3. Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
d

lakukan sebagai berilj(ut :




;

a. Pengusaha / per%anggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi
dan menanda tangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh
Dinas Pendapata’n,

b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditanda tangani
disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTIE’ pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa
2. Fotocopy Surfat Keterangan domisili tempat usaha

3. Fotocopy Sur%at Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jika ada

4. Fotocopy Aktfe Pendirian perusahaan, jika ada

Untuk memudahkanf pengawasan, Waijib Pajak harus menggunakan

karcisparkir telah dibe!ri tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan
Daerah sebelumnya. \

Karcis parkir harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak
sebelumnya (“printed rﬁnning number”)
. Bentuk dan format ka}cis parkir minimal memberi informasi nomor bukti,
tanggal pembayarzfm, lama parkir dan nomor kendaraan bermotor dan
jumlah yang harus dibdyar serta pajak yang dibayar.

Pasal 9

. Sjtiap Wajib Pajak hjarus menggunakan karcis parkir yang diperforasi
teriebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.

. Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistim pencetakan karcis parkir

tersendiri  dengan l}'nenggunakan computer, perforasi bill bukan
menggunakan keharusan.

jib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus
mengajukan pemohoﬂan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
. Tata cara melakukan berforasi dan permohonan untuk tidak menggunakn
karcis parkir yang dijperofasi akan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan
Daerah. |




| BAB VI

SIS’li’IM PEMUNGUTAN PAJAK

% Pasal 10

Atas segala usaha penyelenggaraan perparkiran, Dinas Pendapatan Daerah
menetapkan Sistem Pemunguftan Pajak dengan metode "Sistim Self Assesment”

atau Constanta Storting (CS) c]ian Sistim SKP dengan metode “Official Assesment”.

BAB VIl

TATA GARA PENYETORAN PAJAK

|
| Pasal 11
1. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari

rekapitulasi penerimaah karcis parkir harian, ditetapkan jumlah pajak yang
telah dipungut untuk mafasa atau bulan yang bersangkutan.

2. Jumilah pajak yang teléh dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas
Daerah atau Bank ya;ng ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) bulan
berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

3. SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau

Bank yang ditunjuk, dillampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) yang akan dlisampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai

laporan. :

4. Keterlambatan penyetcfxan pajak, akan dikenakan tambahan sebesar 2 %

per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua
puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan
mempergunakan Surat!Tagihan Pajak Daerah (STPPD).

5. Bentuk SSPD dan STP;D akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan
Daerah.

| BAB IX

TATA CARA PELAPORAN

1 Pasal 12
1. Berdasarkan rekapitdlasi penerimaan bulanan, yang disusun dari
|

rekapitulasi bill atau tf;ukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan
|
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) masa/bulan.
2. SRTPD dan dilampirka?n dengan SSPD yang sudah dicap oleh Kantor Kas
Dagerah atau Bank yaLxg ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15
. .|
(lima belas) bulan berikutnya.




. K

terlambatan penyan'lnpaian SPTPD, akan dikenakan denda administrasi

sebesar Rp. 50.000 per SPTPD.
. Pengenaan denda keteLrIambatan akan menggunakan Surat Tagihan Pajak

D

. Be

rah (STPD).
tuk STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.
BAB X
PENETAPAN PAJAK
Pasal 13

. Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan besarnya pajak terhutang

dal

am suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan

yang akan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
. SKPD yang diterbitkan \ineliputi :

a.
b.
c.

pa
pe
ya

Surat Ketetapan Pa;ak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
Surat Ketetapan Paj:ak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

Surat Ketetapan Paiak Daerah Nihil (SKPDN).

. Mjkanisme pengelolaan ketetapan pajak, seperti tindak lanjut penetapan

ak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding,

ngurangan, penunda!an dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana

g dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah

Kapupaten Natuna I\:lomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah

Kabupaten Natuna.

. Be

tuk SKPD akan dite:tapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI
PEMBuKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 14

. Wajib Pajak diwajibkani menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai

dengan kaidah akuntajnsi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat
|

penerimaan dan pengejuaran usaha.

. Pembukuan dimaksud funtuk mempermudah Waijib Pajak dalam mengelola

usahanya dan sekaligLs membantu petugas Dinas Pendapatan Daerah

da
gu

am melakukan pemtl)inaan dan pengawasan terhadap usaha Waijib Pajak
na mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan
|

pajak untuk setiap masa pajak.




bila wajib pajak tidak dapat menunjukan pembukuan pada saat
pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan

Pasal 15

. Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam manjalankan kewajiban perpajakan.

. Mekanisme dan proseaur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketetapan
sebagaimana yang dirfnaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan
Daerah Kabupaten Na)tuna nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

|
a cara pemeriksaaﬁ pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak

Kabupaten Natuna.

lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan
Daerah. 1

BAB Xii
PENYIDIKAN

| Pasal 16
. Pejabat Pegawai Negéri Sipil di lingkungan pemerintahan Daerah diberi

wewenang khusus sébagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana perpajal%an daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Pidana.

. Prosedur penyidikan, Ewewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan
mengacu kepada keteliatuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan
yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 01 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah ?Kabupaten Natuna.




| BAB Xl
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 17

(

(

. Pe
yar
Ka

awasan administrative dilakukan terhadap :

tatus penyelenggaraan usaha perparkiran.

enetapan, pembayéran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai
|

Pasal 18

etiap petugas Dinas: Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan

i lapangan terhadap :
. Pengoperasian us.’aha perparkiran, termasuk fasilitas yang dijual.

. |zin usaha perparkiran.
. Pemungutan dan &)embayaran pajak.
engawasan penyeléngaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
) ini dilakukan untul!( menilai sebagai berikut :
. Pemilikan dan masa berlaku izin.
. Aspek operasionai dan fasilitas perparkiran.
. Aspek pembukuarr, karcis parkir dan tarif perparkiran.
. Aspek kepatuhan bemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
pabila dalam melaléukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2)
an (3) pasal ini dill(etemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan
engusutan atas pelanggaran tersebut.
pabila dalam melakykan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat
) pasal ini diketemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai
bagai dasar untuk rpelakukan taguhan susulan.
| Bagian Kedua
Penertiban
Pasal 19
nertiban usaha perparkiran dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
g dilakukan dalan?‘t suatu koordinasi dengan Dinas Perhubungan
bupaten Natuna danilnstansi terkait terhadap :

a. |Penyalahgunaan izin yang diberikan.

Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
Pengoperasian fasilﬁas yang tidak sesuai dengan perizinan.




Penyelenggara tidék melakukan pemungutan dan penyetoran pajak
daerah. |
Penyelenggara mel{akukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkan

ke Kas Daerah baik? seluruh atau sebagian.

2. Pelaksanaan penertiba{n terhadap usaha perparkiran bagaimana dimaksud
j \

p
P

da ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas
ndapatan Daerah, Dinas perhubungan dengan Instansi terkait lainnya.

Pasal 20

|
1. Penertiban terhadap usaha perparkiran sebagaimana dimaksud dalam

p

al 21 ayat (1) d:ilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau

penutupan.

2. Sebelum dilaksanakaﬁ tindakan penyegelan terhadap usaha perparkiran

Wiaijib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,11,1ll) dan Surat

T

guran dalam jangka Maktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat teguran.
|

3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh

oi
P
4. P

a

nas Pendapatan Daerah setelah dikoordinasikan dengan Dinas

i
»
jrhubungan dan Instansi terkait lainnya.

nyegelan terhadap qisaha perparkiran dilakukan apabila :

Wajib Pajak tidak j’melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau
memperpanjang iz?in usaha perparkiran yang telah berakhir masa
berlakunya dalam ja;imgka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan tidak
menyetorkannya ke Kas Daerah.

Wajib Pajak tidal[( melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan
perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam
jangka waktu yang hiteteapkan dalam surat peringatan.

5. Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati

Di

serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah,

nas Perhubungan dan Instansi terkait

BAB XIV
KETENTUAN LAIN LAIN

‘ Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur?dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis

pelaksan

Lan pemungutan akén diatur lebih lanjut dalan Keputusan tersendiri.




‘ Pasal 22

Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan Agar Setiap Orang
ati ini dengan

Peratura
mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bup

Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan Ranai.
Pada tanggal 21 Jan uan Solg

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai . |
pada tanggal 2 Januant Q0% &

-
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,
ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR &




